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KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, berwibawa,
profesional, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik
dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dilaksanakan untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Hal tersebut
merupakan perwujudan dari sensitivitas dan responsibilitas pemerintah
terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta
cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mendukung
agenda pemerintah tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka
setiap instansi pemerintah harus menyusun rencana kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Tahun 2020 merupakan pedoman/acuan unit kerja di lingkungan ANRI
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan sasaran
yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu
tahun.

Rencana kinerja tahunan inij diharapkan dapat memandu
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja unit kerja
di lingkungan ANRI. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang,
pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi.

Selamat bekerja.

Jakarta, 23 Desember 2019
PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M./TAUFI
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BAB I
KEBIJAKAN PROGRAM ANRI
TAHUN 2020-2024

UMUM

Pembangunan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan merupakan
bagian dari upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan mencapai cita-cita nasional melalui pengelolaan
dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, memori
kolektif, dan jati diri bangsa. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut

dalam tujuan penyelenggaraan kearsipan yang terdiri atas:

a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
berseorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
sebagai penyelenggara kearsipan nasional;

b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya
sebagai alat bukti yang sah;

C. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan
pemanfaatan  arsip sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:

d. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak
keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip
yang autentik dan terpercaya;

€. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai
suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

f.  Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
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dan bernegara;

g8  Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi,
sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai
identitas dan jati diri bangsa; dan

h.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan
bersih, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi,
acuan dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa dan negara. Oleh
karena itu setiap lembaga hegara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan
dan perseorangan harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam
penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang

tercipta dari kegiatannya.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ANRI wajib
melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang
diterima dari lembaga li€gara, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Di samping itu sesuai
Pasal 20 ayat (1), ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan
kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan
daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip
perguruan tinggi. Sesuai amanat Pasa] 15 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga
pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggung  jawab kepada  Presiden melalui  menterj yang
mengkoordinasikan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
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2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non-Departemen
sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor
14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dan Peraturan
Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Arsip Statis dan Tsunami, ANRI mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan dji bidang kearsipan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dj bidang
kearsipan;

b.  Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;

C. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah
di bidang kearsipan; dan

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dj
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan, ANRI
menetapkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

dalam rencana kinerja ANRI Tahun 2020.

Dengan anggaran yang sangat terbatas, diharapkan unit kerja di
lingkungan ANRI dapat melaksanakan seluruh kegiatan secara optimal
yang didasarkan atas pertanggungjawaban yang akuntabel, dengan
mengedepankan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip pengganggaran

berbasis kinerja menuju terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance).



B. VISI DAN MISI

Visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia maju

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong.

Misi Presiden untuk mencapai visi Tahun 2020-2024 yaitu:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

.- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Y U AW N e

- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka N egara Kesatuan.

Dengan visi dan misi tersebut, ANRI secara strategis akan melakukan
berbagai upaya perubahan berkelanjutan guna menciptakan organisasi
yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mendukung
terwujudnya visi Presiden untuk menciptakan Indonesia maju yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

berbasiskan pemanfaatan SDM.

ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional,
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melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya
penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang
didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta

sumber daya lain.

Pencapaian Visi dan Misi presiden tersebut dilaksanakan melalui

berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANR] berikut:

1. Integritas yang bermakna berpikir, berkata, berperilaku, dan
bertindak dengan baik dan benar

2. Profesional yang bermakna bekerja cermat, cepat, tuntas, dan
berkualitas

3. Visioner yang bermakna berwawasan ke depan dan tanggap
terhadap perubahan

4. Sinergi yang bermakna membangun kerja sama dan koordinasi
yang harmonis dan produktif

S. Akuntabel yang bermakna transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi di atas, berikut dijabarkan
pelaksanaan program Tahun 2020 pada Rencana Kinerja Tahunan

ANRI Tahun 2020.

RANCANGAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN
BIDANG KEARSIPAN TAHUN 2020-2024

1. Tujuan

Tujuan bidang kearsipan adalah Menguatnya Daya Dukung

Kearsipan dalam Perwujudan Ketahanan Nasional.



2. Sasaran Strategis
Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang kearsipan
dirumuskan sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan
arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

ketahanan budaya bangsa yang tangguh.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEARSIPAN
TAHUN 2020-2024

1. Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita II)

Sembilan agenda prioritas dirumuskan untuk menunjukkan
prioritas dalam jalan perubahan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
tercantum dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita II, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2.  Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya
Saing.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

CIRE A e

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya.



9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Agenda Pembangunan Nasional

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran

operasional dari Nawa Cita II. Tujuh agenda pembangunan

nasional dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

S. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan
publik

Dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 pembangunan kearsipan
diarahkan guna mendukung tercapainya 2 prioritas nasional yaitu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan Memperkuat
Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi
Pelayanan Publik dengan rincian sebagai berikut:
a. Prioritas  Nasional: Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan (PN 4)
Program Prioritas : Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian

Kebudayaan (PP 2)



Kegiatan Prioritas : Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya
dan Kearifan Lokal (KP1)
Proyek Prioritas Nasional (ProPN):
1) Perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan nilai budaya, tradisi,
sejarah dan kearifal lokal.
Output:Preservasi arsip terjaga dan arsip
statis sebagai warisan budaya
2) Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan museum, arsip dan
perpustakaan daerah.

Output: a) Pelayanan penggunaan arsip
sebagai memori kolektif dan
jati diri bangsa.

b) Pemanfaatan arsip sebagai
memori kolektif  melalui
jaringan informasi kearsipan

nasional.

b. Prioritas Nasional:Penguatan Stabilitas Politik Hukum
Pertahanan Keamanan dan Transformasi
Pelayanan Publik (PN 7)
Program Prioritas : Reformasi Kelembagaan Birokrasi (PP 4)
Kegiatan Prioritas: Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
Pengawasan (KP 4)
Proyek Prioritas Nasional (ProPN):
Pengembangan Sistem Manajemen
Kinerja Kelembagaan yang Handal dan

Efektif



Output: a) Pelaksanaan Pengawasan

Kearsipan di Instansi Pusat
(K/L)

b) Pelaksanaan Pengawasan
Kearsipan di  Pemerintah
Daerah
(Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

¢) Rekomendasi Hasil
Pengawasan Kearsipan yang

Ditindaklanjuti

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik
untuk lima tahun kedepan adalah: (1) Terwujudnya ASN yang
profesional; (2) Terwujudnya tata kelola instansj pemerintah yang
efektif dan efisien; (3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah; dan (4) Terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan tata kelola
pemerintahan yang baik dalam Peningkatan efektivitas tata kelola
instansi pemerintah yang efektif dan efisien, ditetapkan arah
kebijakan dan strategi melalui Penerapan e-Arsip terintegrasi.



Strategi ANRI

Strategi Pembangunan Kearsipan

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas
Pembangunan  Nasional, Tujuan, dan  Strategis = ANRI
Tahun 2020-2024 disusunlah rancangan sasaran strategis
Meningkatnya Pemanfaatan Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang
tangguh dengan rancangan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan

terpercaya secara nasional;

2. Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan yang prima;

3. Meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan;
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung

pelaksanaan tugas teknis di ANRI.
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BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
ANRI TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ANRI

Berdasarkan  Surat Menteri Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor S-669/MK.02 /2019 tanggal 11 September 2019 Penyampaian
Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2020, ANRI
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp190.757.216.000,00 (seratus
sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus
eénam belas ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 3 (tiga) program
yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya ANRI sebesar Rp153.139.864.000,00 (seratus lima puluh
tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam
puluh empat ribu rupiah);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI
sebesar Rp531.884.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta delapan
ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

3. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar
Rp37.085.468.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan puluh lima

Jjuta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dari total anggaran ANRI sebesar Rp190.757.216.000,00 (seratus
sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus
enam belas ribu rupiah) akan dipergunakan untuk melaksanakan

kegiatan prioritas dan kegiatan non prioritas pada 3 (tiga) program,
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yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya ANRI
Anggaran rupiah murni sebesar Rp153.139.864.000,00 (seratus
lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh sembilan Juta delapan
ratus enam puluh empat ribu rupiah) akan dipergunakan untuk
membiayai kegiatan non prioritas sebagai berikut:

1.1 Pengoordinasi Perencanaan, Kerja Sama dan Evaluasi, serta
Hubungan Masyarakat di Lingkungan ANRI dengan output:
I Layanan Perencanaan;

1.1.2  Layanan Pemantauan dan Evaluasi;

1.1.3 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi;
1.1.4 Layanan Protokoler;

1.1.5 Layanan Kerja Sama Internasional.

1.2 Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan
Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan
ANRI dengan output:

1.2.1  Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);

1.2,2 Layanan Hukum;

1.2.3  Layanan Manajemen Organisasi;

1.2.4  Layanan Reformasi Birokrasi;

1.2.5 Layanan Perkantoran.

1.3 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta
Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas ANRI dengan
output:

1.3.1 Layanan Manajemen Keuangan;

1.3.2 Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN);

1.3.3 Layanan Umum;

1.3.4 Layanan Perkantoran.
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1.4 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ANRI

dengan output:

1.4.1 Layanan Audit Internal.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI
Anggaran rupiah murni sebesar Rp531.884.000,00 (lima ratus tiga
puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan non prioritas
Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan ANRI dengan output sebagai berikut:

2.1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Anggaran program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar

Rp37.085.468.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan puluh lima

juta empat ratus enam puluh delapan riby rupiah), dengan

rincian sebagai berikut:

3.1. Anggaran rupiah murni sebesar Rp25.406.909.000,00 (dua
puluh lima milyar empat ratus enam juta sembilan ratus
sembilan ribu rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai
kegiatan di lingkungan ANRI baik prioritas maupun non
prioritas sebagai berikut:

3.1.1 Kegiatan Prioritas
3.1.1.1 Pembinaan Kearsipan Pusat dengan output:
3.1.1.1.1 Instansi Pemerintah yang
menerapkan e-arsip Terintegrasi di
Pemerintah Pusat;
3.1.1.1.2 Instansi Pemerintah yang
Menerima Pendampingan

Pengelolaan  Arsip Terjaga dan
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3.1.1.2

3.1.1.8

3.1.1.4

SRS

8.1 1.6

Arsip Aset;
Pembinaan Kearsipan Daerah I dengan
output:
3.1.1.2.1 Pemerintah Provinsi yang
Menerima Pendampingan

Pengelolaan Arsip Terjaga dan

Arsip Aset;

3.1.1.2.2 Pemerintah  Provinsi Kab /Kota
yang menerapkan e-arsip
Terintegrasi;

Pembinaan Kearsipan Daerah II dengan

output:

3.1.1.3.1 Pemerintah Prov/Kab/Kota yang
Menerima Pendampingan

Pengelolaan Arsip Terjaga dan

Arsip Aset;

3.1.1.3.2 Pemerintah  Provinsi Kab/Kota
yang menerapkan e-arsip
Terintegrasi;

Penyelenggaraan  Sistem dan J aringan

Informasi Kearsipan Nasional dengan output:

3.1.1.4.1 Pemanfaatan Arsip sebagai Memori
Kolektif dan Jati Diri Bangsa
melalui Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional;

Preservasi Kearsipan dengan output:

3.1.1.5.1 Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip
Statis Sebagai Warisan Budaya.

Pemanfaatan Arsip dengan output:

3.1.1.6.1 Pelayanan Pengguna Arsip Sebagai
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Memori Kolektif dan Jati Diri

Bangsa;

3.1.2 Kegiatan Non Prioritas

3.1.2.1

8.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.2.5

3.1.2.6

Pembinaan Kearsipan Pusat dengan output:

3.1.2.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan
Kearsipan yang Ditindaklanjuti ;

Pembinaan Kearsipan Daerah I dengan

output:

3.1.2.2.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan
Kearsipan yang Ditindaklanjuti;

Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan dan

Sertifikasi dengan output:

3.1.2.3.1 SDM Kearsipan yang mendapat
Pembinaan, Pengembangan, dan
Pemberdayaan;

3.1.2.3.2 SDM Kearsipan yang Mendapat
Sertifikasi dan Penilaian Kinerja;

3.1.2.3.3 Kader Kearsipan yang mendapat
Pembinaan, Pengembangan, dan
Pemberdayaan;

Penilaian dan Akuisisi Arsip dengan output:

3.1.2.4.1 Penyelamatan Arsip Statis;

3.1.2.4.2 Persetujuan/ Pertimbangan Usul
Musnah;

3.1.2.4.3 Wawancara Sejarah Lisan;

Pengolahan Arsip Statis dengan output:

3.1.2.5.1 Sarana Bantu Temu Balik Arsip
Terjaga dan Arsip Statis Nasional;

Pemanfaatan Arsip dengan output:
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3.1.2.6.1 Laminasi/ Reproduksi
Arsip/Dokumen Negara (PNBP):
3.1.2.7  Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan,
Penyimpanan, dan Perawatan Arsip dengan
output:
3.1.2.7.1 Paket Jasa Kearsipan yang
dimanfaatkan oleh Instansi/
Perusahaan (PNBP);
3.1.2.8 Pengelolaan Data dan TIK ANRI dengan
output:
3.1.2.8.1 Layanan Data dan Informasi;
3.1.2.9 Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan
Sistem Kearsipan Nasional dengan output;
3.1.2.9.1 Rekomendasi Kebijakan  yang
digunakan dan atau ditetapkan;
3.1.2.10 Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dengan
output:
3.1.2.10.1 Layanan Ketatausahaan;
3.1.2.10.2 Peserta Diklat Kearsipan (PNBP);
3.1.2.10.3 Layanan Sarana dan Prasarana
Internal,
3.1.2.10.4 Layanan Pendidikan dan Pelatihan;
3.1.2.10.5 Layanan Perkantoran;
3.1.2.11 Pelaksanaan Akreditasi Kersipan dengan
output:
3.1.2.11.1 Pencipta Arsip dan Lembaga

Kearsipan yang diawasi.

3.2 Anggaran rupiah murni Balai Arsip Statis dan Tsunami

sebesar Rp1.745.807.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat
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puluh lima juta delapan ratus tuyjuh ribu rupiah) akan
dipergunakan untuk membiayai kegiatan non prioritas
dengan rincian output sebagai berikut:

3.2.1 Arsip Statis yang Diolah;

3.2.2 Arsip yang Dimanfaatkan;

3.2.8 Arsip yang Diakuisisi;

3.2.4 Layanan Dukungan Manajemen Satker;

3.2.5 Layanan Perkantoran.

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Selain mengelola pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN), ANRI juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada Tahun 2020 direncanakan target penerimaan PNBP ANRI sebesar
Rp16.760.790.200,00 (enam belas milyar tujuh ratus enam puluh juta
tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian
penerimaan PNBP yang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :
TABEL 1
RENCANA TARGET
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ANRI

TAHUN 2020
KODE MAP SATKER S
(Rp.)
425119 Arsip Nasional RI (450448 360.930.000
425151 Pusdiklat Kearsipan (4 18934) 5.855.644.200
425421 Pusdiklat Kearsipan (418934) 330.400.000
425692 Pusat Jasa Kearsipan (418929) 10.213.816.000
Jumlah 16.760.790.200

Sumber : Bagian Perencanaan, Tahun 2019
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Sedangkan rencana penggunaan anggaran PNBP dapat dilihat pada
Tabel 2 di bawah ini:
TABEL 2
RENCANA PENGGUNAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ANRI
TAHUN 2020

PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN JUMLAH
KEGIATAN (Rp.)
087.01.06 Program Penyelenggaraan Kearsipan
Nasional
e
3623 | Pemanfaatan Arsip 285.004.000
S ey
e Pendapatan Penggunaan Sarana dan 285.004.000
Prasarana sesuai dengan Tusi
|
3626 | Peningkatan Jasa Sistem dan| 7.168.072.000
Pembenahan, Penyimpanan, dan
Perawatan Arsip
. ]
Pendapatan Jasa Tenaga,Pekerjaan dan 7.168.072.000
425692 )
Informasi
3628 | Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan 2.984.676.000
.
Pendapatan Layanan Pendidikan / 2.984.676.000
425421
Pelatihan
. ]
JUMLAH 10.437.752.000
Sumber : Bagian Perencanaan, Tahun 2019

C. RINCIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN ANRI

Rencana Kinerja Tahunan ANRI Tahun 2020 merupakan rencana
kinerja yang bersifat operasional dan akan dirincj berdasarkan aplikasi

peényusunan anggaran.

18



6T

Ared, [eurwrw uedisreay
uesemesuad rerru yojoredurows
3ues vjoy/ uarednqey/isumoig
%9 YBIe([ UBJULISWISJ 9SBIUISIO]
Sred, Tewrur vedrsiesy Slreq,, uedisresy uesemeguad
uesemesuad renu yororodwour Sues IsexgIrens] yoroxadwowr Suek yeroe(J
%0¢ edequwo /ueLIojustay 9SBIUASIog UBIULISW / UBLID}USWIAY] 98BI UASOI]
elroursy
uererruad uep 1sesynies jedepuow
3uelp pgg Suef uedisreay NAS yerwnp
[euorseu
o301 /uedueiossiod Uep ‘Uejesierefsewoy
Isestresio ‘sniod sesruesio
‘amng ‘Nmwng ueeyesniod ‘(rrafou
183un weningiod) ueIprpuad egequoy
Isersoquria) disre-o uesderouswr ‘Yeroep veyejutrowad ‘ereSou edequoy
%SS 0T | Suek yeyutrowad ISUBISUL 9SBIUSIO] ueguns3ury 1p disre qn.uo} eAupnimmiag,
1se1dojurre) disre-o uedelsusw [euorseyN uedisresyy
Yera) Sued regoN 138ur] UBNINSIO]| wwo)sIg mrepw ‘npedis) uep
uep e1o3]/usredngesy/ Isuraorgf  yisuoyeaduwoy ued [euorseu
HeIorQ yBiuLowe(  wedisreoy ueeresdusrofuad
‘NINNG “ereSopn BSBqUIaT 9sB)UsSIog elupnfnmiof| T
(LEDAVL) NVIVAYO SIDALVILS -
LVONLL VNVONT NVEVSVS VOSANIH ¥OLVIIQN] SIDELVALS NVAVSVS VOAENIY NVALOL ¥O.LVMIANI NVArNL ONX

020C NNHVL

VISENOANI MITINdTA TVNOISVN dISAV NVNOAHV.L VOAANISM VNVOND




0¢

g elrouny seymqejunsyy repy
[Pqejunsie
g ISB.DOII [SBWLIOJaY S3opuU] Sued reurelur uowoeleuew eAupninmiag,
Jdd 1rep ueduenay ueredsuer uep ysiaq
dIMm uetode ueesyLowad seye urdO 3ued reurojur usufeusw eAupnfnmia],

eloury seyMIqeIUNYY renN

ISBLOII ISBULIOfY] SopU]

ueredsuer)
Uep yIs1oq 3ued neursyur

Mdg ruido uounfeuew efupnfnmiog| 4
ueleyeredseuros
esgueq Lp el uep JI[910Y TI0Wo W Isestuesio sniod 1sestuesio
‘weqemelSungsue)rod ueteq redeqos uedisreas] ISeULIOUT ‘Amng ‘NINNg ueeyesmniod ‘(r1a3ou
disiy 0z1°07 uesyeesuRwIp Sues disre yerwnp uesurrel uep wajsts eduered3ustesia], 133ur) wenangiod) uexipipuad eSequiol| reuorsey uedisIesy] 1seuLIoyu]
‘Yersep weyejutowad ‘ereSou edequol wls1S ueeIe33uarauad
YoIo tresperjuennrp Sued disre yepwmn, edupnfnmiog| ¢
es3ueq
HIp nef uep Jns{e[oy Lowow regdeqos
BUNSSUS] 0GO'G7, disze ueuefead eungguod gerwnp
Isearasaxdip
sued efepnq uestrem reseqos
dis1y 168771 esel10) disre uep snejs disre yerwnp
yelorp Suek
BPUElog BIPUIH Uep ‘ueduriossiod
‘Tod1o/sewiio ‘ueeyesnIod
disty reyeq/ SHejULAY] /| ‘ereSou eSeqUIS] STE)S disre yepwnp
ueguetossiad uep jodro/seurro sqnd
Surdos ‘ejsems ueeyesniod ¢ NIANNg ueueferad uep uveyeiuLowod uegunuaodosy
/39s®3 /1001 /1931 Iiqr/sesrog|  ‘eregou edequol rrep UEJBUWRTISIP mun disze werrejsajed uep uedunpurjed
SOt SueA sies disre gerwnp ‘ueyerosuad ‘ueyeureroluad elupnfnmiog,
[euoIs®BU
Yeseredsew yojo ueqeme(3ungsuelrod
uedjeejUBWIP UBp UBRUNSIP‘SIsIeIp eunsg rerrursq Suek
dued sneys disre gerwmn, disre qnio elupnmmrisg| g
(LIOAV.L) NVIVAVO Sl SIDALVALS NVIVSVS VOSHEND NVACAL ¥OLVIIANI Nvarar ‘ON

LVONILL VNVONTI

NVIVSVS VOAANIN 4OLVIIANI




T¢

000°8LE'19T1°6 NHYVd TVLOL
LI95oN wrere(q eweselioy
UeHseN ¢ UesseN UBSeN qerunp
11039N
ueueRART ueuefe]|ren| euresel1oy ueuede] :ndinp [euorseuIo) U]
000" vS+'89¢7° 1 dy BUR( ndug Burese(1oy ueuele|
ueurdwig
ueueAe] T ueueAe]| ISeUIpIooy] ueRUEBSYE[O]
ueojojoxdayy
ueersay 001 uelerdoy] uBjersey yerwne  ynding
000°2C8 66+ ay BURB(] ndug I9[030101J UeURAR]
ueedequoray| ueedequaay] ueedequooy] ISeULIOJU]
Isexqnd 4 ISeqqng ISeAqnd yerumpe  nding uep jexeressey
000°869°260°E ay rUB(Q andug ueunqny ueuele|
unsnsi
uelode] ¢ weiode Suek werode] yerunp andino ISEN[RAF UBp
000°000°00% dy eueq  gnduj|  uenejwewsg ueuele RINV veSunsury RINV
Ip yesjeIeAsepn Uesuns{3ul 1p yexeIeASeN
unsnsiqg ueSunqny ejres UESUNQNH ©1I19s ‘Isenfearq
3ued ueeueOULIN] ISENeAy Uep Ewes| Uep BuweselIo)] ‘UBeeousIo
UOTIROE. 6 usmnoQ uowmsog yerwnpy  :jnding BI9Y ‘UeBUBOULINg ueunsnAud ISeUrp.Ioos]
000°+0+'868°¢ dy 'URQ nduj| ueeUROUIIN] UeURLE] ISBUIPIOOSUS] SBIIOIH BAUYESUTUS N
L 9 S 4 € 4 T
(LFOAV.L) NVIVAVD
NVONVIE LA LVMONIL VNVONTS NVOLVS VOIINIM SOLVIIANI LAdLNO NV.IVIDE SIDALVILS NVAVSVS

020C NNHV.L

LVAVIVASVIN NVONNEGNH NVA NVYNVONTI T OYId NVNAHV.L VOIANIM VNVONTI




(4

remesod £g/,

Temedad €8/,

ueleqer undumy 41

ueleqer undwny 41

reme3og

remedoq

uejeqe, unduwnyg

ueleqer undwny

Temesaq ueurdisipoy|
eAuresSuIuL N

eleq

uee[ofasuad myepot
ueremedaday] BlR(Q
SE)PIEA eAupnfinmiay,
uejeqep

sedn], ueeuesseg
depey.ia) reuorsgun g
yeqelod ueureyewog
eAuyesySurusy

Bl10y] 1SB1SOI]
UBTE[IUSd MTe[out
[euors3uny jeqelod
eliouny eAuyesSuruopy
Temedod ISeInjy ueuele|

uownyo(J 4 UWINO( | SEIYIOJH BAUIRNSUTUIN
NSV
ueepesus sueredsuely,
sueip 4/, 3ueip elupnfnmiog,
Temesad Uejeyosay] Luy uedunsgur] RINV uesunssury
reme3ad G,9 remesdd|  yefernq eAuyesguruon Ip Temesdog uee[ofagusg Ip remesdsd uvelojogusd
remesod 1suojeduwoyy uep ‘UreUBSIE[RIR)oY] uep uUeBUBRSIE[EIE}oy]
remesad S,9 reme8oq AW FUTUS (nas) uep 1sesesIo uep sestuesiQ
ueueler] | ueuefel NS uewede] yerwnp  anding BISNURN BAR( JoqWING UBBUIqUIS] ‘WNNH| UBBUIqWJ ‘WINNL] UeUeAe]
000°L80°vvE'e ay BUBR( ndug uowfeuR|y Ueuele] -1 ueuele] ueyesSuruo SEIIINIH AU SUTUSN
L 9 S 14 € 4 T
(LEDYV.L) NVIVAVO
NVONVIALA LVIONLL VNVONTS NVALVS VISINIY YOLVIIANI IOdLNO NVIVIDEM SIDALVALS NVAVSVS
020C NNHVL

WAMAOH NVA ‘NVIVAVOIIEN ‘ISVSINVDUO OdId NVNOHV.L VOIANIM VNVONTA




£C

000°'880°L96" NYVd TV.LOL
UBIOIUENIO]
ueueAe] T ueuele] ueuele] yerwnp ndinp
000°000°€Ly dy BUBQ ndug UBIOJUEsJIad UeURAR] g
ISBIOIIg ISBWLIOJOY
uetode] T ueiodery uerode] yerwnp
RINV
ISBINOII UBRUESYR[o]
S3PUI 182 S3eopul S3opur /TeqIN
ISBIOIIg ISBULIOJoy
ueueLeT T ueuRAe] uewede] yerwnp andino ISBINOIIg
000°SZ1°L0¢T dy BUR( ndug [SBWLIOY ueueA®R]
$9801g
uowIns{o(] - URWININO(]| STUSTH USWINYO(] Ye[uInp
ISenreasiq yepay,
ueleqep ¢ ueleqer 3uef ueyeqep gerwnp
Isu9ledwoy] Iepuels
uesrensasiqg yeoy,
ueleqep zor ueleqep Suef uereqep yerwnp
uawInso( 8T uewinyoq) Mgy Uewnio( yerwnp
UeeR[3L/sIsireuy
uowno(J | uowno(g uownsjoq yerwnp
uejeqe sisfreuy
uownIo( [ uswInNo(g uawns{oq yejwnpe
ISBN[eAdIp /unsnsip
dOs sg dos Suef Jos yerunp
Ises[uesio uows fetrepy
ueueAeT T ueuefe ueuele] yerwne  ynding IsesTuesIo)
000'9.8'¢8¢C dy BUR( ndug uounfeuey uewede] ¢
WN3NE
ueUuRART T ueueAe] ueueAe] yerwnp andino
000°'000°099 dy eueq andug wnyny ueueke] g
Z 9 < 12 € 4 I
LADA Vdv
NVONVIELAM (LIOAVL) NVIVAVO NVALVS VOIINIY 4OLVIIANI LAdLNO NVILVIDA SIDILVILS NVIVSVS

LVMONIL VNVONTA

.




(44

000°'102°668°LEST NnYvd TvILOL
Iojuesy]
UBBIEUI[OW] UBp
reuorserod( ueuele]
9sBluUSsoId 00T 9SBIUIS0I ] UBBIPIAUS ISESITRoy
uesuefuny uep ifen
9SBIU3S0Id 00T 9ISBIUIS0Ig uereAequiog Isesieay ‘ndinp
000 TL+'STS 9€T dy 'UR( andug UBIOJUENIo] ueuRle]
Blo1ay1p Suel
uownsyoq zg06 sesxIog JeTeu] disty sespog
B[O[a3Ip
uowIns{oq 9z 4/, Sesxg| Sued sy disiy sexeg  ndingo
000°'8¢€0°c1S Ay eueq ndug wnun ueuele]
unsnsip
Sued NIWNg uerodeq
Uep UBBUROUSISJ
usawInyo(q 9 uowInyo(y uouwnsoq yewnpy  nding
NINg
000°52S 067 dy Bueq  jndug udweleue) UeeAE]
uesuenoy| [sensmurpy RINY sesn], meeuesyeog uedrsreos
.SwE mﬂo.wﬂw d Suelunusg ueueAeog Insun epes e33ue) yewmn
ueuefeT | ueueLe] ueuRLe] yermnpy  nding EJes uere3suy| uep uedexguopod ‘ueduenosy
ueduenoyy UBeo[aSuag uep ueg[ofeduad 1suarsyo
000° 29T I8S “dyy 'UR( andug usuefeury ueuele ISBNSTUIWUDY UBBUIqS| wep SBIIAI9JO eAupnlnmro
T q ~19F pnl L
4 9 S L4 € 4 T
IVdV
NVONVIHLAM %ﬁ“ﬂﬂ%w%ﬂwwzh NVOLVS VIOSANIN OLVIIANI LNdLAO NV.LVIDE SIDALVILS NVIVSVS
020Z NOHVL

NANN OAIT NVNAHV.L VIaANIT VNVONTI




S¢

000°+88°1€S NHYVd TVLOL

URIOIUESIo]
un g1 un SEBIISE UBleleloq
ueepeduod yeruwrnp

ISEXIUNWOS] Uep eje(] RINV uedunsigury

Ye[osua yexsueraq IP BUBIESRI] UED BUBIEg

Hun sg nuan ueepesuad yeqwnpe nding [eUI2)U] BURIBSRBI] uejesgurus/ ueepegua

000'+88°'T€S dy 'vUR( gndug Uep euereg ueuele] ‘1 /urun3uequiog

Z 9 S 14 € 4 I
NVONVIHALAM (Laodv) HVIvaYS NVALVS VIIINIY SOLVIIANI IAdLAO NVLVIDE SIDALVILS NVIVSVS

LVIDNIL VNVONTA




9¢

000°L61°60T"°T NYVd TVIOL
[epPOoIN A1oede)
[9497T ¢ [9497] HPNY [BUI}U] TRTIN
nnfuepfepunig RINV
Sued ypny rsey mjeredy sejIqeiunsy RINV uedun3ur]
uasIad 001 U9SIad | ISEPURTHOY asvjussald nding ueye3uIus g P dIdV uedetouad
000°L6T°60T1°T dy rue(q anduj| Teuraul ypny ueuele] T uep ueseme3usd SeJIAN[fe AUPNMMId], T
2 9 S 14 € 4 1
(LEDAUVL) NVIVAVO
NVONVIALAM LVIONLL VNVONT NVALVS VIIINIY SOLVIIANI INdLNO NV.IVIDEM SIDALVALS NVIVSVS
020C NNHVL

LVIOLMEdSNI NVNAHV.L VOIANIY VNVONTA




4

000°CLO'891°L NOVd TVIOL
(daNd)

UBBUESTI] /Isueisu] disiy uejemerag
UoT0 texjeejuRiy (dgNd)ueeyesniog uep ‘weuedwifusg
uedrsreayy uedrsreas 1p 3ued uedrsreay /1sUeIsuy Yoo ‘UByRULqIag

BSBl 393ed § BSE[ Jo3ed BSEl 19fed yerwnp  gnding uesjeejuRy 1p Suek uep wolsig uedrs.reas]

000°CL0°39T1 "L dy rUuR(q ndug uedisresy] esep joeg esep uBjeySurus| esel ueuede| eAueSUIUol T
4 9 S 14 € 4 1
(L@OAVIL) NVIVAVO
NYVONVIALAI LVONIL VNVONTA NVALVS VIOAIANIN OLVMIANI IOdLNAO NVIVIDEI SIDALVALS NVAVSVS

020C NNHV.L

NVAISIVEN VSV, LVSAd NVNAHV.L VONINIT VNVONTI




8¢

000°'I€1°60S°S NHYVd TV.LOL
UBIOIUEIIO]
ueueAe] 1 ueueAe] ueuede] gerwnp :inding
000°0+€°0T1 dy vUBQ ! induj| ueIOjUENIS UBUBAER]
3{req re[iu weSusp Jef|Ip
%00T 9SBIUSAI] UBSN[N[ 9SBIUISIO]
uexIprpued IniSusw
elesad gQg BLIISOJ 3ueA NSV ye[wnpe mdinQo ueyne[ed Uep
000°08%°2S0°¢ dy eueq  :ndug UENIPIPUS] UreueA®|
uerojuesrod
sejyise] ueyererad
nun 6 mun ueepe3uad yerwnp
reurajug
ueueder | ueuele] ueuefe yerwmnpe :nding [EUIO)U] BUBIESBI]
000°'000°S0Z dy vUBq  :indug UBp eueleg UBUBAR]
(dENd) vedrsreeayy
BI9Sad 0S0T BIOsad|  JEP[Id BIILS9d yerwne : inding (dgNd) vedisreesy
000°929'+86°C dy BUBRQ : ndug 1B ©119s9q
uesyesnee)ay uedisresy] ueyned Ue(
ueueAeT] | ueteder] ueuede] yepwne : nding uedisTess] uBYnERd| UBNIPIpUs] UeereSsua[ofusy
000°SE8°9ST dy rvUBQ : induj| veeyesnejeioy weurle| uep uesdIpIrpusd sejeny] eAujesiSUIUaN
L 9 S 14 5 4 I
(1FDAVL) NVIVAVO
NVONVIALAM LVMDNIL VNVONTY NVALVS VOAEANIY JO.LVIIANI LNAdLNO NV.LVIDEI SIDALVALS NVAVSVS
0c0C NNHV.L

NVAISHVEM NVHLLYTE3d NVA NVMIGIANAd LVSQd NVNAHVL VOAINIM VNVONTI




6C

000°00C'+1S'+ NYVd TV.ILOL
Isemerg ISemerp
3uef yejuLoweg Isemerp Suek Sued yeyuowad rsuelsur
suesuy 221 Isueysuy sueisu] gerwnpe  nding uedisredy] edequo wedrsresy]| uedisreoy ueeredduoroluad
000°00Z +1S t -dy 'UR(] andug uep disay eydiousd ‘T | 1sejposyy ueBUEBSY RO ] nnw eAujeydurusy
4 9 S 14 € 14 I
(LEDIVL) NVIVAVO
NVONVIHLIT LVMONIL VNVONTY NVALVS VOAANIM JOLVIIANI LOAdLNO NVIVIDAM SIDILVALS NVAVSVS

020C NNHVI
NVIISHVIY ISVLIAAANV LVSNd NVNAHV.L VOIANIY VNVONTI




o€

000°9€S°261°T NHVd TVIOL
ueehleproqurad
uep ue3uequraguad
‘ueeurquod ueefeproquiod
Tedepuow Sues uep ueSuequoguad
3uelp gzt Suer(| wedisreay] opesy gerwnpe  ndingQ ‘ueeurquiod jedepuow
000°1SZ°92 dy eUuR(q nduj|  Sued uedisreoy] 1opey
elrouryy
UBIBIUS] UEP ISEUIIG
redepuowr Suel eloury uereqrua uep
SueIp 0gg ueip| uedsresy NS yerwnp  :anding seynIeg yedepuow
000°€L8°€59 dy BUE( anduy]  3ue£ uedisrieoy WAS
ueeARpIoquog
uep uesuequofusg
‘ueRUIqUID] UBBARPIOqUIO] Jare Sued vedisaeoy
yedepuow Fuel uep ueduequoduag ISENYNISG| Iopes] yerwn( eAujesSuruay
Sue1p 0L 3ueo| uedisreay] WS yerwmnp anding ‘reeuIquiad yedepuowr uep uedisresy] uedisreay] snjeredy
000°CIt 26t dy euR(q ndug Suef wedisreay] WS WAS ueeuesyepd| NAS yerwnl efuyeSuruay
Z 9 S 14 € (4 I
(LADAVL) NVIVAVO
NVONVIHELAM LVMONLL VNVONTS NVALVS VOIINIF JO.LVMIANI LAdLNO NVIVIDEI SIDALVALS NVAVSVS
020C NNHV.L

ISVAIMILIAS NVA NVAISYVAT INAS LVIOLMTAIA NVNOHV.I VOAIANIY VNVONIRI




T€

000°000°0S6°T NHYVd TV.LOL
nnfuenepuniq
SueAk wedisresy
3
ISBPUOWONSY CF, ISEPUDTIONY] BB MO UEIEND g uedisreoy] tresemeSuag
000°000°0ST dy BUBJ nduy [ISBH ISEpUQWONoy '€
1osy disay uep eSelio],
dis1y ueeroregusg
wesurdurepuag Josy disay uep elelig],
BUWLIUIW dis1y weeloegusg
3ued yejurowod uegurdurepuag
Isueisu] Q1 Isueisuy Isueisul yetwmnp  nding BUWILIDUON Juel
000°00S" L€t dy rvUR( andug UBULIDWR ISUBISUJ *g
resnd yejurrowoad
P 1SBI30IULIo ], resnd YejuLIawog
drs1y-o uesjdersusy resnd YeluLIawo uepeq uep evIedoN
Sued yejurowed 1p 1sBISoULIa], disty eSequo 1p vedisreas|
Isue)jsul 9¢ Isuelsuy suejsul geyunpe  anding -0 uexderousiy Suek resng wWISIS UreIe3FUoToAusg
000°00S°29¢€'T dy euR( ndug UBlULIQWad ISueIsu] " uedIsIesy] UeeUIqua SEeINaJH rAUTEs SUTUSA
L 9 S 14 g C 1
(LFHIVI) NVIVAVO
NYVONVIFLIA LVMONLL VNVONTY NVALVS VLIINIY JOLVAIANI LAdLNO NV.LVIDAH SIDALVILS NVAVSVS
020C NNHVL

LVSNd NVdISIVEN LYVOLMAIIA NVNAHVL VONANTS VNVONTI




